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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa 
(PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak 
dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan di Kabupaten 
Sukoharjo pada tahun 2016. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
seluruh desa se-kabupaten Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji koefisien determinasi, uji 
f, dan uji t. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi 
diperoleh nilai sebesar 0,051. Hal ini berarti bahwa 5,1% variasi variabel belanja 
desa bidang pendidikan dapat dijelaskan oleh PADesa, DD, ADD, dan BHPR, 
sedangkan sisanya 94,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang 
diteliti. Hasil uji secara simultan menunjukan bahwa PADesa, DD, ADD, dan 
BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. 
Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa PADesa, ADD, dan 
BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang 
pendidikan, akan tetapi DD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa 
bidang pendidikan.  
 
Kata kunci: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana 
Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), dan Belanja 




This research aims to examine the influence of the Village local revenue 
(PADesa), Village funds (DD), Village Fund Allocation (ADD), and Profit 
sharing of tax and retribution (BHPR) on the village expenditures in education in 
2016. The research uses population from all village in Sukoharjo district and 
purposive as a sampling model. The hyphothesis was tested by using multiple 
regression analysis with the coefficient of determination, f-tets and t-tests. The 
result shows that coefficient of determination gained 0,051 points. It means that 
5,1 % variabel variant of village expenditures in education can be explained by 
PADesa, DD, ADD, and BHPR, meanwhile the rest of 94,9 % was explained by 
other factors. The simultant test result shows that PADesa, DD, ADD, and BHPR 
significally influence to village expenditures in education. However, in partial, 
research shows that PADesa, ADD, and BHPR is not significally influence to 
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village expenditures in education, only DD has significally influence to the village 
expenditures in education 
 
Keyword: Village Local Revenue (PADesa), Village Funds (DD), Village Fund 
Allocation (ADD), and Profit Sharing Tax and Retribution (BHPR), 




Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang 
terdiri dari wilayah-wilayah (daerah) provinsi, kabupaten/kota, di bawah 
kabupaten/kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan 
bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktur kepemerintahan 
di Indonesia, desa mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan 
untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 
pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui kebudayaan 
masyarakat (Syahrul Syamsi, 2014). 
Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, 
desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan 
pemerintahannya (Vergie, 2013). Menurut Undang-undang yang baru-baru ini 
telah disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 yaitu, Undang-undang No. 6 
Tahun 2014, menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa 
(DD). DD diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
(APBN), di mana kucuran DD itu tidak melewati perantara melainkan 
langsung ke desa. Walaupun pada prakteknya, DD tersebut disalurkan melalui 
kabupaten/kota sebagai bentuk pengawasan. Tetapi jumlah nominal DD 
berbeda-beda untuk tiap-tiap desa. Alokasi APBN yang sebesar 10% nanti 
akan menambah penerimaan desa.  
Di samping DD, Desa juga mendapatkan kucuran Alokasi Dana Desa 
(ADD) yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada 
pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, 
dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan substansi baru didalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dana 
rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. 
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Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah 
desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan 
publik. Hal ini sangat membuktikan arti penting desa dan potensi desa secara 
luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional (Henareza, 2014). 
Desa juga memperoleh pendapatan bukan hanya dari DD dan ADD 
melainkan juga dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) yakni, pendapatan hasil 
usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan 
lain-lain pendapatan asli desa. Desa juga masih mendapatkan transfer Bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang semisal berasal dari bagi hasil pajak 
bumi dan bangunan. 
Dalam upaya menunjang pelayanan dasar khususnya pendidikan Desa 
juga memberikan peran aktif melalui alokasi anggaran bidang pendidikan pada 
APBDesa-nya, khusunya untuk menunjang program pendidikan di tingkat 
kabupaten/kota. Sebagai salah satu contoh, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
telah mengambil tindakan konkrit dalam hal pendidikan dengan mengeluarkan 
Kebijakan Pendidikan Gratis pada tahun 2007 bagi Sekolah Dasar, yang 
membebaskan peserta didik dari kewajiban membayar iuran bulanan serta 
iuran pengembangan sekolah. Kemudian pada tahun 2008 diperluas bagi siswa 
Sekolah Menengah. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan 
intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan 
program wajib belajar pendidikan menengah (12 bulan) (Ratna Yuliana, 2015). 
Namun untuk mewujudkan pendidikan gratis di Sukoharjo masih banyak 
kendala-kendala yang dihadapi yang terutama terbatasanya dana. 
Terkait kendala-kendala tersebut, Desa wajib berperan aktif untuk 
memberikan kontribusi dalam suksesnya program pendidikan di tingkat desa 
masing-masing melalui APBDesa-nya. 
Terkait hal di atas, menurut Permendes No. 21 Tahun 2015 yang telah 
disahkan pada akhir 2015 tentang prioritas DD tahun 2016. Secara umum 
prioritas penggunaan DD ditunjukan pada dua bidang yaitu bidang 
pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam 
meningkatkan pembangunan desa salah satunya menyebutkan dalam bidang 
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pendidikan. Dimana desa mempunyai peran dalam mendukung pendidikan di 
Sukoharjo. 
Sehubung dengan pelaksanaan UU Desa, pada saat ini belum ada 
penelitian yang mengupas tentang pengaruh pendapatan desa pada belanja desa 
sehingga belum diketahui apakah alokasi belanja desa bidang pendidikan di 
desa mempunyai dampak atau kenaikan pendapatan atau hanya mengikuti 
saran peraturan-peraturan yang sudah ada. Berdasarkan uraian diatas, penulis 
ingin membuat judul yaitu, “ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN 
ASLI DESA (PADESA), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA 
(ADD), DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP 
BELANJA DESA BIDANG PENDIDIKAN (Studi Empiris Di Desa-Desa 
Se-Kabupaten Sukoharjo)”. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode penelitian kuantitatif, 
dimana data diperoleh dari skor, angka dan analisinya menggunakan 
statistik. 
2.2 Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah desa-desa se-kabupaten Sukoharjo 
yang memiliki 150 Desa dari 12 Kecamatan dan 17 Kelurahan 
(http://jateng.bps.go.id/). Sampel penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling dengan analisis regresi linier berganda, dengan kriteria 
sampel sebagai berikut : (1)Seluruh desa-desa se-kabupaten Sukoharjo 
yang mengumpulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 
sampai dengan bulan Desember 2016, (2)Data belanja desa yang 
digunakan atau dibelanjakan untuk Bidang pendidikan. 
2.3 Data, sumber data, dan teknik pengumpulan data 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder 
adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan 
penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang 
diperlukan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber sebagai 
berikut : data-data tentang Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa 
(DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), 
dan Belanja Desa Bidang Pendidikan Tahun 2016. 




2.4 Definisi dan Operasional Variabel 
2.4.1 Variabel Dependen  
Belanja Desa Bidang Pendidikan 
Dalam upaya menunjang pelayanan dasar khususnya pendidikan 
Desa juga memberikan peran aktif melalui alokasi anggaran bidang 
pendidikan pada APBDesa-nya, khusunya untuk menunjang 
program pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Menurut 
Permendes No. 21 Tahun 2015 yang telah disahkan pada akhir 
2015 tentang prioritas DD tahun 2016. Secara umum prioritas 
penggunaan DD ditunjukan pada dua bidang yaitu bidang 
pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. 
Dalam meningkatkan pembangunan desa salah satunya 
menyebutkan dalam bidang pendidikan. Dimana desa mempunyai 
peran dalam mendukung pendidikan di Sukoharjo. 
2.4.2 Variabel independen  
Pendapatan Asli Desa (PADesa) 
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, PADesa yaitu berupa 
hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi 
masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa. 
Dana Desa (DD) 
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Dana Desa (DD) 
adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja 
negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 
kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan 
pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 
Alokasi Dana Desa (ADD) 
Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa 
(ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. 
Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang 
diterima kabupaten/kota untuk desa. ADD merupakan perolehan 
bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui 
kas desa sebagian dari anggaran sendiri untuk dana rangsangan 
program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan 
partisipasi masyarakat di desa. 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) 
Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, bagi hasil yang 
merupakan komponen sumber dari pendapatan desa disini yaitu, 
bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah. 
Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan. 
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2.5 Metode Analisis Data  
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih 
dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan 
skala pengukuran yang bersifat metrik (interval atau rasio) untuk kedua 
variabel tersebut (Ghozali, 2012:7). Uji regresi linier berganda digunakan 
untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa 
(DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
(BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan, dimana dirumusanya 
sebagai berikut: 
                             
Keterangan : 
Y  = Belanja Desa Bidang Pendidikan 
    = Pendapatan Asli Desa 
    = Dana Desa 
    = Alokasi Dana Desa 
    = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
   = Konstanta Regresi 
   = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam 
penelitian 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Uji Asumsi Klasik 
3.1.1 Uji Normalitas 
Pada penelitian ini sampelnya ada 118 desa, sehingga dengan 
model Central Limit Theorem (CLT) menyatakan jika sample yang 
diuji diatas atau sama dengan 30 (n ≥ 30) maka distribusi sample 
tersebut dianggap mengikuti normal. Jadi, dalam model CLT 
mayoritas ahli statistika menggap sampel sejumlah 30 atau lebih 
sudah cukup besar untuk diasumsikan mendekati distribusi normal 
(Lind, 2014: 300-301 ) 
3.1.2 Uji Multikolonieritas 
Hasil uji multikolonieritas dapat ditunjukkan dengan nilai 
tolerance value dan Variance Inflation Factor (VIF) dari tiap-tiap 
variabel independen. Jika nilai tolerance value lebih besar dari 
0,10 dan jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dengan demikian dapat 
dinyatakan bebas dari uji multikolonieritas (Ghozali, 2012: 105-
106). 
3.1.3 Uji Autokorelasi 
Menurut Santoso (2000: 219) kriteria penentuan uji D-W adalah 
jika angka D-W dibawah -2 berarti ada atokorelasi positif, angka 
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D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, dan 
angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. Hasil uji 
autokorelasi diperoleh angka D-W sebesar 1,643 yang terletak 
diantar -2 dan +2 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 
autokorelasi. 
3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2012) kriteria pengujian Glejser adalah jika 
probability value < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas dan jika 
probability value > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel 
independen nilai probability value > 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semua variabel independen bebas dari 
heteroskedastisitas. 
3.2 Uji Hipotesis 
3.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Nilai R
2
 dalam analisis regresi linier berganda diperoleh angka 
koefisien determinasi dengan adjusted-R
2
 sebesar 0,051. Hal ini 
berarti bahwa 5,1% variasi variabel belanja desa bidang pendidikan 
dapat dijelaskan oleh PADesa, DD, ADD, dan BHPR, sedangkan 
sisanya 94,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang 
diteliti.  
3.2.2 Uji F 
Hasil Uji F diketahui bahwa Fhitung˃Ftabel yaitu 2,571˃2,45 dan nilai 
signifikansi = 0,042<α = 0,05. Hal ini menunjukan model regresi 
dinyatakan fit. Artinya bahwa secara bersama-sama (simultan) 
variabel independen yang terdiri atas PADesa, DD, ADD, dan 
BHPR secara keseluruhan berpengaruh terhadap Belanja Desa 
Bidang Pendidikan. 
3.2.3 Uji t 
Dari hasil pengujian sebagai berikut : 
(1) Dapat diketahui bahwa PADes memiliki nilai signifikasi lebih 
besar dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,976 > 0,05 
dan nilai Thitung sebesar -0,030 lebih kecil dibandingkan dengan 
nilai Ttabel sebesar  1.98118. Hal ini berarti menunjukkan secara 
parsial variabel PADes tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Belanja Desa Bidang Pendidikan, maka Hipotesis Pertama (H1) 
ditolak. (2) Dapat diketahui bahwa DD memiliki nilai signifikasi 
lebih kecil dibandingkan level of significant yaitu 0,017 < 0,05 dan 
dengan uji-t pengujian dua sisi (two tails), dihasilkan nilai Thitung 
sebesar -2,425 lebih kecil dibandingkan dengan nilai Ttabel sebesar -
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1,98118. Hal ini berarti menunjukkan secara parsial variabel DD 
mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Desa 
Bidang Pendidikan, maka Hipotesisi Kedua (H2) diterima. (3) 
Dapat diketahui bahwa ADD memiliki nilai signifikasi lebih besar 
dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,534 > 0,05 dan 
nilai Thitung sebesar 0,624 lebih kecil dibandingkan dengan nilai 
Ttabel sebesar  1.98118. Hal ini berarti menunjukkan secara parsial 
variabel ADD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa 
Bidang Pendidikan, maka Hipotesis Ketiga (H3) ditolak. (4) Dapat 
diketahui bahwa BHPR memiliki nilai signifikasi lebih besar 
dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,591> 0,05 dan 
nilai Thitung sebesar -0.539 lebih kecil dibandingkan dengan nilai 
Ttabel sebesar  1.98118. Hal ini berarti menunjukkan secara parsial 
variabel BHPR tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja 
Desa Bidang Pendidikan, maka Hipotesis Keempat (H4) ditolak. 
3.3 Pembahasan Hasil Analisis 
3.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Belanja 
Desa Bidang Pendidikan. 
Dari uji t PADesa diketahui sebesar 0,976 > 0,05 dan nilai Thitung 
sebesar -0,030 lebih kecil dibandingkan dengan nilai Ttabel sebesar 
 1.98118. Hal ini berarti menunjukkan PADesa tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan, maka H1 
ditolak. 
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pendapatan Asli Desa 
(PADesa) berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil 
swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli 
desa. Dalam era sekarang ini, sebagian besar pemerintah desa 
masih berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur 
khususnya jalan, irigasi dan jembatan. Sehingga dimungkinkan 
aliran PADesa tersebut belum banyak digunakan untuk alokasi 
bidang pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan besaran alokasi dana 
pendidikan yang relatif kecil nilainya (lihat Lampiran). Sehingga 
besaran PADesa tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang 
Pendidikan. 
3.3.2 Pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang 
Pendidikan. 
Dari uji t DD diketahui sebesar 0,017 < 0,05 dan dengan uji-t 
pengujian dua sisi (two tails), dihasilkan nilai Thitung sebesar -2,425 
lebih kecil dibandingkan dengan nilai Ttabel sebesar -1,98118. Hal 
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ini berarti menunjukkan DD mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan, maka H2 diterima. 
Pemerintah pusat memberikan DD secara umum prioritas 
penggunaan DD ditunjukan pada dua bidang yaitu bidang 
pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. 
Dalam meningkatkan pembangunan desa salah satunya 
menyebutkan dalam bidang pendidikan. Dimana desa mempunyai 
peran dalam pendidikan sehingga desa mengalokasikan sebagian 
DD untuk belanja desa bidang pendidikan dikarenakan hal tersebut 
diharuskan dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya 
pengalokasian DD untuk bidang pendidikan saat ini di Sukoharjo 
difokuskan untuk PAUD dengan nilai yang masih relatif kecil. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Syukriy Abdullah dan 
Abdul Halim (2003) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum 
berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. 
3.3.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa 
Bidang Pendidikan. 
Dari uji t ADD diketahui sebesar 0,534 > 0,05 dan nilai Thitung 
sebesar 0,624 lebih kecil dibandingkan dengan nilai Ttabel sebesar 
 1.98118. Hal ini berarti menunjukkan ADD tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan., maka H3 
ditolak. 
Tujuan utama ADD adalah untuk mempercepat pembangunan di 
tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumberdaya 
manusianya. Besar ADD tersebut berjumlah 30% dialokasikan 
untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk 
program pemberdayaan masyarakat dan publik. Saat ini, 
dikarenakan penerapan awal UU Desa, pemerintah desa lebih 
terfokus untuk mengalokasikan dananya untuk pembangunan fisik 
dan sarana/prasarana dikarenakan untuk mengejar ketertinggalan 
pembangunan fisik desa yang sebelumnya belum banyak difikirkan 
oleh pemerintah daerah, sehingga alokasi untuk belanja desa 
bidang pendidikan belum banyak teralokasikan. 
3.3.4 Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap 
Belanja Desa Bidang Pendidikan. 
Dari uji t BHPR diketahui sebesar 0,591> 0,05 dan nilai Thitung 
sebesar -0.539 lebih kecil dibandingkan dengan nilai Ttabel sebesar 
 1.98118. Hal ini berarti menunjukkan BHPR tidak berpengaruh 




Proporsi alokasi Bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) di 
Kabupaten Sukoharjo dalam APBDesa saat ini tidak menggunakan 
kriteria besaran di tiap desa akan tetapi menggunakan metode rata-
rata, sehingga variabel BHPR ini tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan di Kabupaten 
Sukoharjo. 
Pada era saat ini dimana penerapan UU Desa masih baru, dan 
tindak lanjut atas PP No. 47 Tahun 2015 tentang peraturan 
pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, serta kementerian terkait 
seperti Kemendagri, Kemenkeu, Kemendesa seperti berlomba-
lomba dalam mengatur desa (Borni Kurniawan, 2015). Hal ini 
membuat desa banyak mengeluh dikarenakan peraturan-peraturan 
pelaksanaan UU desa tersebut  masih banyak tumpang tindih dan 
simpang siur (Prasetyo, 2015). Seperti misal, pengaturan tentang 
prioritas penggunaan dana desa dari kemendes berbenturan dengan 
permendagri tentang pengelolaan keuangan desa. 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan 
sebagai berikut: Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel 
PADesa, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap belanja 
desa bidang pendidikan. Dengan uji F sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05 yang 
berarti variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel 
belanja desa bidang pendidikan; Berdasarkan pengujian secara parsial variabel 
PADesa, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
belanja desa bidang pendidikan. Sementara variabel DD berpengaruh secara 
signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan. Yang berarti dimana 
belanja desa bidang pendidikan diperoleh dari alokasi yang berasal dari DD; 
UU Desa yang baru saja diberlakukan dan kesimpangsiuran serta tumpang 
tindihnya peraturan baik PP, Permendagri, PMK dan Permendesa (Prasetyo, 
2015), membuat banyak desa masih gagap dalam penerapannya dan masih 
terfokus dalam mengalokasikan anggarannya pada infrastruktur dan fisik saja 
dengan alasan pembangunan infrastruktur dan fisik tersebut lebih mudah dalam 
pelaksanaan dan pertanggungjawabannya; Rata-rata alokasi bidang pendidikan 
di Kabupaten Sukoharjo masih rendah berkisar 2,37%. 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka agar 
dapat dijadikan acuan untuk memberikan saran guna meningkatkan kualitas 
penelitian selanjutnya. Adapun saran-sarannya diantara lain, yaitu: Penelitian 
selanjutnya bisa menggunakan periode waktu penelitian yang lebih dari satu 
tahun sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil 
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penelitian tersebut; Penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel 
independen, seperti variabel luas wilayah desa, variabel jumlah penduduk, dan 
variabel jumlah sekolah; Perlu memperluas tempat penelitian tidak hanya 
mengambil sampel dari Kabupaten Sukoharjo saja namun bisa melakukan 
penelitian dikabupaten lain seperti Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, 
Kabupaten Karanganyar, dll; Diharapkan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
lebih dapat memberikan pedoman atau himbauan kepada desa-desa untuk 
meningkatkan alokasi belanja desa bidang pendidikan di APBDesanya. 
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